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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan
disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.
Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif i a;ibdai';kan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
<& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je
d Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
) Ra R Er
3 Za Z Zet
o Sa S Es
g3 Sya SY Esdan Ye
o° Sa S Es (dengan titik di bawah)
4 Dat D De (dengan titik di bawah)




b Ta T Te (dengan titik di bawah)
) Za z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
S Fa F Ef
t) Qa Q Qi
3 Ka K Ka
J La L El
¢ Ma M Em
o Na N En
Wa W We
2 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
S Ya Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (°).

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Vi




Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

i Fathah A A
| Kasrah I I
[ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

i Fathah dan ya Ai Adan |

-

9 Fathah dan wau lu Adan U

Contoh:
&S kaifa
Jye . haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
- U ' x a dan garis di
C
< Fathah dan alif atau ya A tas
T I dan garis di
- Kasrah dan ya I o
- Dammah dan wau 0 :tgsn garis di
Contoh:
SbL o mata
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& . rama
8 : qgila

sk 1 yamatu

4. Ta Marbirah
Transliterasi untuk ta marbizzah ada dua, yaitu: ta marbzrah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbirah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbzzah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbzzah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Jb f\.l‘o}} © raudah al-asfal
M‘ i..,.d.\ . al-madinah al-fadilah
iSH . al-hikmah

P

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( := ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

&) : rabbana

_z

&£ : najjaina

-

viii



f;:!v\ . al-haqq

&% al-hajj

wd e

o : nu’’ima
P .

9 ‘aduwwun

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (1). Contoh:
(& o Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

:},}/" : ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

.

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

M‘ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
43))\ - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

Ay - al-falsafah

] : al-biladu



7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
KT . ta’ 'murina
¢ gd) . al-nau’
2[5:% . syai'un
s 4 .
el . umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an),
sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

F1 zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat FT ‘Umum al-Lafz la bi khusis al-sabab



9. Lafz al-Jalalah (4 )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
A 15 : dinullah
Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

PRI : hum f7 rapmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika
ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Mukammadun illa rasul
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Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazr unzila fth al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tus

Abiz Nasr al-Farabr

Al-Gazalr

Al-Mungqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Noora Nuzulal Fithra, Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Skripsi. Pekalongan: Program Studi
Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari
menjabat selama 3 tahun menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, lalu menjadi 2 tahun 6 bulan menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011, serta masa jabatan selama 5 tahun menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak
waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi
Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang
lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal.
Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga
memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah
Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah
aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri dan menjelaskan akibat
hukum inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu
pengetahuan serta dapat memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang
tentang inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Dalam
melakukan penelitian perundang-undangan yakni menggunakan dengan cara telaah
pada peraturan perundang-undangan serta juga melakukan regulasi terkait isu
hukum yang sedang diteliti.

Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang,
adapun motif perubahan undnag-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma
huku antara lain : Asas sosiologis, asas yuridis, asas politis, dan asas filosofis .
Selain inkonsistensi mengenai perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi, terjadi dualisme makna norma hukum yakni mengenai akhir
dari masa jabatan di Mahkamah Konstitusi. Apabila merangkap selain menjadi
hakim, juga menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua, dikarenakan tidak
disebutkan secara rinci mengenai maksud dari norma hukum itu.

Kata Kunci : inkonsistensi; norma hukum; masa jabatan; Ketua dan Wakil Ketua
Mahkmamah Konstitusi.

Keywords : inconsistency; legal norms; tenure; Chairman and Deputy
Chairman of the Constitutional Court.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari
menjabat selama 3 tahun menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, lalu menjadi 2 tahun 6 bulan menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi, serta masa jabatan
selama 5 tahun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Kosntitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak
waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi
Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu
yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih
optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang
juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam
memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan
tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum.!

Adanya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan

hasil amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016, 27



Tahun 1945. Dalam mengemban tugasnya Mahkamah Konstitusi sendiri
dilakukan secara merdeka dan bertanggung jawab. Pernyataan inilah yang
sejalan dengan amanat dalam Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2003 Nomor 24 tentang
Mahkamah Konstitusi. Namun, pada saat ini Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga yang Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.?

Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memuat mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi.
Disebutkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan
tentang kekuasaan lembaga negara yang dikuasakan oleh Konstitusi atau
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan
hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebab Indonesia sudah
mebuat perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dimana Indonesia memakai prinsip baru untuk sistem ketatatanegaraan salah
satunya adalah separation of powers (prinsip pemisahan kekuasaan) serta
check and balances. Separation of powers (pemisahan kekuasaan) serta check
and balances diadopsi oleh sistem ketatanegaraan digunakan sebagai ganti dari

supremasi parlemen yang dulu berlaku.®

2 Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia” (Yogyakarta: Jurnal Konstitusi, No. 6, Desember, VII, 2016), 26.

8 Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam
Penegakan Hukum Tata Negara” (Semarang: Jurnal Pandecta, No. 1, Januari, VIII, 2013), 84.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi akan menampung keluhan, permohonan, dan ketidaksetujuan rakyat
dalam forum bebas dan merdeka, pada akhirnya memutus secara final dan
mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Apabila Mahkamah Konstitusi
setuju dan menyatakan undang-undang tertentu inkonstitusional karena
melanggar prinsip-prinsip dasar, baik yang bersifat hak-hak manusia atau
keadilan yang diatur konstisusi, maka undang undang tersebut tidak sah serta
tidak mengikat secara hukum.*

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban dalam memutuskan
pendapat yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden atau Wakilnya yang
diduga melanggar hukum, sehingga sudah tidak terpenuhinya kualifikasi
dalam persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara
yang melaksanakan peradilan konstitusi (constitutional court) karena adanya
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi agar
dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya.®

Mahkamah Konstitusi terdiri dari Ketua serta Wakil sekaligus sebagai
anggota dan tujuh anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi berjumlah
sembilan orang hakim kontsitusi diatur dalam Keputusan Presiden. Hakim

hakim tersebut adalah tiga orang yang dipilih Mahkamah Agung, tiga orang

4 Bachtiar, “Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU
terhadap UUD” (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 229 — 230.

> Aninditya Eka Bintari, “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam
Penegakan Hukum Tata Negara” (Semarang: Jurnal Pandecta, No. 1, Januari, VIII, 2013), 84.



oleh DPR, serta tiga orang oleh Presiden. Rapat dipimpin hakim yang tertua
untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.®

Periode jabatan dari Hakim Konstitusi tidak bisa terpisah dengan prinsip
kemandirian kekuasaan kehakiman. Kemandirian dari kekuasaan kehakiman
merupakan turunan dari prinsip kekuasaan yang merdeka. Selaras juga dengan
landasan konstitusional sesuai Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 didalamnya menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan bersifat merdeka dalam melaksanakan
peradilan menegakan hukum dan keadilan.’

Masa jabatan dari Hakim Konstitusi yaitu 15 tahun berdasarkan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun untuk
Hakim Konstitusi saat ini (Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi) menjabat, menggunakan Ketentuan Peralihan bahwa sampai
dengan usia 70 tahun dalam menjabat Hakim Konstitusi.?

Sedangkan jabatan Ketua dan Wakil Ketua terlihat tidak konsisten
seiring dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi. Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua

6 Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

" Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikai terhadap
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta: Jurnal Negara Hukum, No.2, November, XI, 2020),
194.

8 Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikai terhadap
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta: Jurnal Negara Hukum, No.2, November, XI, 2020),
202.



Mahkamah Konstitusi merupakan Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Hakim
Konstitusi serta menjabat selama tiga tahun.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi terutama dalam Pasal 4 dan penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat
(3a). Dalam ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi adalah selama dua tahun enam bulan dihitung mulai dari
tanggal diangkat sebagai ketua dan wakil. Sedangkan pasal tambahan yaitu 3a
menyebutkan jika Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bisa dipilih
kembali menjadi Ketua dan Wakil Ketua hanya untuk sekali lagi masa jabatan.

Terjadi perubahan bunyi pasal yang berhubungan dengan masa jabatan
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni disebutkan dalam ayat 3
bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjabat selama lima
tahun sejak diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang sudah disebutkan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia menjelaskannya dengan dua putusan karena memunculkan tafsir
konstitusional, yakni Putusan No. 53/PUU-XIV/2016 serta Putusan No.
73/PUU/XIV/2016. Mahkamah Konstitusi berpandangan dalam putusan
tersebut bahwa masa jabatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan

konsep indepensi dan imparsialitas dari lembaga peradilan. Apalagi cara dan



langkah rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politik
merupakan pintu gerbang seleksi hakim konstitusi. Maka Undang-Undang
harusnya menempatkan periode jabatan hakim konstisusi menjadi masa
jabatan yang lebih panjang, hal itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945.°
Perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dilihat
dari pembentukan norma maka semestinya dalam ketentuan perumusan
Undang-Undang, pembentuk Undang-Undang mendasari kontruksi norma
materil seperti ungkapan Van der Vlies yaitu®
1. Asas terminoligi serta sistematika yang jelas (Het beginsel van duidelijke
terminologie en duidelijke systemattized)

2. Asas dapat dikenali (Het beginsel van de kenbaarheid)

3. Asas persamaan hukum (Het rechtsgelijkeheidsbeginsel)

4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu (Het beginsel
van de individuals rechtbedeling)

Pro dan kontra muncul karena masa jabatan Hakim Konstitusi khususnya
Ketua dan Wakil Ketua yang berubah-ubah. Hal itu karena penambahan atau
pengurangan masa jabatan Hakim Konstitusi mempunyai dampak positif dan
negatif. Berdampak positif karena akan mengurangi lobbying antara calon

hakim dengan lembaga pengusulnya. Sedangkan dampak negatifnya bisa

® Muhammad Reza Baihaki, “Problematika Open Legal Policy Dalam Periodesasi Masa
Jabatan Hakim Konstitusi” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 77.

10 Yuliandri, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”, Cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.



memunculkan adanya kepentingan golongan tertentu sehingga bisa terjadi
kesewenang-wenangan dan tidak adanya regenerasi hakim.

Sesuai pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan
melakukan penelitian dengan judul skripsi “INKONSISTENSI NORMA
PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

MAHKAMAH KONSTITUSI”.

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa Terjadi Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan
Wakil Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Akibat Hukum Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan

Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan
Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan berikut :
1. Menganalisis inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan
Wakil Mahkamah Konstitusi.
2. Menjelaskan akibat hukum inkonsistensi norma penentuan masa jabatan

Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi

11 Haliyatun Nafisah, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan
Hakim Mahkamah Konstitusi” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), 7.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai manfaat yaitu sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan menambah
wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Tatanegara, terkait
dengan inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pedoman bagi
pembentuk undang-undang tentang inkonsistensi norma hukum masa
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
E. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka dalam penelitian dimulai dengan mencari peneletian
yang mempunyai relevansi hampir sama dengan penelitian penulis, referensi
tersebut yaitu :

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Perbedaan

No. Judul Hasil Penelitian Persamaan
1. | Jurnal karya Waktu menjabat | Persamaan Perbedaannya
Novianto Murti | hakim yaitu 5 tahun | penelitian dengan
Hantoro (2020) | kemudian bisa | oleh penelitian
berjudul menjabat lagi untuk | Novianto yang akan
“Periode Masa | sekali periode | Murti diteliti adalah,
Jabatan Hakim | selanjutnya Hantoro Novianto
Konstitusi dan merupakan open | dengan fokus pada
Implikasinya legal policy serta | peneliti periode masa
Terhadap sama sekali tidak | adalah sama | jabatan hakim
Kemandirian pernah  disebutkan | sama konstitusi
bertentangan dengan | meneliti dengan
Undang-Undang periode masa | dampaknya




Kekuasaan
Kehakiman”

Dasar Tahun 1945.
Namun

menyamakan masa
jabatan hakim
konstitusi  dengan

institusi negara yang
lain seperti Presiden
dan DPR tidak tepat
sebab Presiden dan

DPR dipilih
menggunakan

Pemilu  sedangkan
hakim konstitusi
tidak dipilih dengan
cara Pemilu serta
tidak ditentukan
berapa lama masa
jabatannya  dalam

Undang-Undang
Dasar Tahun 1945

karena hakim
konstitusi bukan
jabatan politik

seperti Presiden dan
DPR.

Perubahan  Ketiga
Undang-Undang
Mahkamah
Konstitusi
menyebutkan hakim
konstitusi menjabat
sampai usia pensiun
yaitu 70  tahun,
dengan tidak
ditentukan lama
jabatan. Perubahan
itu sejalan dengan
minimal usia untuk
memenubhi syarat
sebagai calon hakim
menjadi 55 tahun.

Dalam  menetukan
masa jabatan dari
hakim konstitusi

mempunyai dampak

jabatan
hakim
konstitusi,
yaitu
perubahan
periode
jabatan dari
hakim
konstitusi
pada
perubahan
Undang-
Undang
tentang
Mahkamah
Konstitusi.

terhadap
kemandirian
kekuasaan
kehakiman.
Sedangkan
peneliti akan
fokus pada
norma
penentuan
masa jabatan
hakim
konstitusi.
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pada  kemandirian
kekuasaan

kehakiman. Adanya
renewable term atau
masa jabatan
selanjutnya

memungkin peluang
terhadap politik yang
berpengaruh saat
pengangkatan hakim
konstitusi pada
periode kedua, hal

inilah memiliki
dampak dalam
meminimalisir
kemandirian
kekuasaan
kehakiman.
Penghapusan
periode kedua seperti
sudah disepakati
oleh DPR

memberikan dampak
yang baik kepada

kemandirian

kekuasaan

kehakiman, tetapi

butuh diiringi

dengan peningkatan

mekanisme  seleksi

dan pengawasan

terhadap hakim

konstitusi.
Skripsi karya | Kebijakan ~ hukum | Persamaan Perbedaannya
Muhammad terbuka yang dikenal | peneliti peneliti yaitu,
Reza  Baihaqgi | dengan istilah open | adalah sama- | penelitian
dari UIN Syarif | legal policy | sama yang
Hidayatullah pembentukan meneliti dilakukan
Jakarta berjudul | peraturan Undang- | periode masa | Muhammad
“Problematika Undang pada saat | jabatan Reza Baihagi
Open Legal | menentukan  masa | hakim meneliti
Policy  dalam | jabatan hakim | konstitusi prooblematika
Periodesasi konstitusi open legal
Masa  Jabatan | menimbulkan policy dalam
Hakim problem mengenai periodesasi
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Konstitusi” kemandirian dari masa jabatan
(2019). kekuasaan hakim

kehakiman. konstitusi.

Disebabkan Sedangkan

penerapan peneliti akan

periodesasi tersebut meneliti

rentan pengaruh ke pengaruh

dalam ke kuasaan inkonsistensi

kehakiman dengan norma

adanya masa jabatan penentuan

yang diperpanjang masa jabatan

pada periode dimana hakim

pada waktu konstitusi.

berikutnya apabila

akan mencalonkan

lagi dirinya.

Idealnya masa

jabatan hakim

mempunyai jangka

waktu relatif lebih

lama tanpa

periodesasi. Menurut

penulis lazimnya

masa jabatan hakim

konstitusi disamakan

masa jabatan hakim

agung dengan

batasan usia

produktif 70 tahun.

Jadi apabila seorang

hakim diangkat

mulai umur 45 tahun,

maka ia mempunyai

jangka waktu 25

tahun untuk menjadi

hakim konstitusi.
Jurnal karya | Sebagai subjek | Memiliki Mahkamah
Bambang dalam kekuasaan | persamaan Konstitusi
Sutiyoso kehakiman peran | dengan dalam
berjudul serta Mahkamah | peneliti penelitian
“Pembentukan Konstitusi yakni karya
Mahkamah analoginya harus | membahas Bambang
Konstitusi menjadi sebuah pintu | pembentukan | Sutiyoso
Sebagai Pelaku | masuk yang | Mahkamah | fokus kepada
Kekuasaan diharapkan dapat | Konstitusi Mahkamah
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Kehakiman

Indonesia”
(2010)

di

turut mendorong
pembaruan
berkembangnya
sistem  kekuasaan
kehakiman yang ada
di Indonesia. Dari
latar belakang yang
ada diawali pada
tahun 2003 telah
menyebutkan
bahwasannya
Mahkamah
Konstitusi  sendiri
telah membuka
dirinya dalam hal
yang bisa menerima

permintaan dari
masyarakat umum
yang  menyatakan

bahwasanya hak-hak
dalam kaitan atas

kewenangan
konstitusionalnya
dilanggar sebab

diberlakukannya
Undang-undang
yang mengatur.
Untuk itu fondasi
struktur kehakiman
Indonesia, dalam
Mahkamah
Konstitusi memasuki
era baru. Persoalan
uji materi undang-
undang, kini bisa
ditangani Mahkamah
Konstitusi

bersamaan dengan
wewenang lain yang
sesuai dengan

Undang-Undang

Dasar Tahun 1945
hasil  amandemen.
Daerah daerah yang
dulunya belum
tersentuh oleh

dengan
susunan
organisasi
didalamnya
merupakan
pelaku
kekuasaan
kehakiman

Konstitusi
merupakan
Pelaku
Kekuasaan
Kehakiman di
Indonesia.
Sedangkan
penelitian
penulis
membahas
tentang masa
jabatan Ketua
dan Wakil
Ketua
Mahkamah
Konstitusi.
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hukum, sekarang ini
bisa ditangani oleh

Jurnal karya Ali
Marwan HSB
berjudul “Peran
Ketua
Mahkamah
Konstitusi dalam
Memengaruhi
Putusan
Mahkamah
Konstitusi”
(2019).

Mahkamah
Konstitusi.
Pengangkatan hakim
konstitusi oleh 3
lembaga negara
belum ada

keseragaman dalam
proses
pengangkatannya
serta pengangkatan
kembali atau
perpanjangan masa

jabatannya.  Selain
itu kedudukan Ketua
Mahkamah
Konstitusi ~ adalah
sama dalam proses
pengambilan
keputusan dalam
Rapat
Permusyawaratan
Hakim. Untuk
memutuskan  suatu
perkara, cara terakhir
yang digunakan
adalah voting. Suara
Ketua  Mahkamah
Konstitusi juga sama
nilainya dengan
suara hakim
konstitusi  lainnya.
Berkaitan ~ dengan
perpanjangan masa
jabatan hakim
konstitusi disarankan
agar dilakukan
perubahan atas
Undang-Undang
Mahkamah
Konstitusi  supaya
mengakomodir
pengaturan
mengenai

mekanisme

Mengenai
masa jabatan
hakim
konstitusi.
Namun
dalam
penelitian
yang
dilakukan
penulis akan
fokus pada
masa jabatan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
sedangakan
penelitian
Ali fokus
pada masa
jabatan
hakim
konstitusi
tetapi  tidak
spesifik pada
Ketua
Mahkamah
Konstitusi.

Membahas
peran Ketua
Mahkamah
Konstitusi
dalam
memengaruhi
Keputusan
Mahkamah
Konstitusi
sedangkan
penulis
membahas
mengenai
inkonsistensi
norma dalam
penentuan
masaa jabatan
Keua dan
Wakil Ketua
Mahkamah
Konstitusi.
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perpanjangan masa
jabatan hakim
konstitusi pada
periode jabatan yang
kedua.

Skripsi karya | Adanya perubahan | Membahas Berfokus pada
Haliyatun masa jabatan Hakim | perubahan analisis  dari
Nafisah berjudul | Konstitusi dari | dari masa | maslahah
“Analisis periodesasi mejadi | jabatan mursalah
Maslahah sampai dengan masa | Hakim mengenai
Mursalah pensiun sesuai | Konstitusi perubahan
Terhadap dengan  maslahah masa jabatan
Perubahan Masa | mursalah karena tersebut.
Jabatan Hakim | adanya perubahan itu Untuk penulis
Mahkamah memberikan jaminan berfokus pada
Konstitusi” kepada Hakim inkonsistensi
(2022). Mahkamah dari aturan

Konstitusi  supaya mengenai

berlaku adil, masa jabatan

independen, dan Ketua dan

imparsial.  Dimana Wakil Ketua

hal itu sesuai dengan Mahkamah

salah stu prinsip dari Konstitusi.

maslahah mursalah

yakni mendatangkan

manfaat dan

mencegah  adanya

kerugian.
Skripsi dari | Politik hukum | Membahas Membahasnya
Afriza Lintang | pengaturan masa | mengenai melalui
Pratiwi dengan | jabatan hakim | pengaturan perpektif dari
judul  “Politik | konstitusi masa jabatan | maslahah.
Hukum mempunyai tujuan | dari  Hakim | Sedangkan
Pengaturan untuk kemaslahatan | Konstitusi. peneliti
Masa  Jabatan | yakni untuk berfokus pada
Hakim memperkuat norma
Konstitusi dalam | independensi  dari mengenai
Undang-Undang | Mahkamah masa jabatan
Nomor 7 Tahun | Konstitusi. Ketua dan
2020 Perspektif | Pengaturan itu Wakil Ketua

berimplikasi Mahkamah
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Maslahah” terhadap jabatan dari Konstitusi
(2022). Hakim  Konstitusi yang

sehingga inkonsisten.

berkurangnya

pengaruh politik bagi

Hakim  Konstitusi

pada pengangkatan

periode kedua.

Tetapi ruang

evaluasi bagi Hakim

Konstitusi  melalui

sistem seleksi

pencalonan  untuk

periode kedua

menjadi hilang.
Tesis dengan | Perubahan  ketiga | Membahas Penambahan
judul fdari undang-undang | mengenai masa jabatan
“Penambahan mahkamah masa jabatan | dari hakim
Masa  Jabatan | konstitusi yang | dari lembaga | konstitusi
Hakim dinilai mendadak | peradilan serta ditinjau
Konstitusi sehingga yakni dari perspektif
Perspektif Fikih | menimbulkan Mahkamah | fikih siyasah.
Siyasah” (2022) | kontroversi.  Selain | Konstitusi.
karya dari Fajrul | itu ada tiga
Falah. kejanggalan dalam

perubahan undnag-
undang kali ini,
diantaranya

pembahasan undanh-
undnag yang dinilai

sangat cepat,
perubahan

penambahan  masa
jabatan hakim
konstitusi, serta
adanya indikasi

memperlancar
kepentingan-
kepentingan dari
lembaga-lembaga
pengusul calon
hakim konstitusi,
dalam mengkajihal
tersebut penulis
menggunakan

perspektif figih
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siyasah. Hasil
penelitian ini adalah
perubahan mengenai
penambahan  masa
jabatan hakim
konstitusi

menggunakan masa
pensiun adalah tepat
karena memperkuat
independensi hakim
dalam setiap
putusannya. Dalam
perspektif fikih
siyasah masa
pensiun adalah hal
yang tepat untyk
diprioritaskan karena
memiliki mafasadh
yang lebih ringan
dibandiang dengan
konsep periodesasi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Perundangan-undangan

Ajaran Hans Kelsen mengenai Stuffenbau des Recht atau The

Hierarchy of Law sering dikaitkan dengan urutan peraturan perundang-

undangan. Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum

berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan,

dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai
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pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm).?

Ajaran Hans Kelsen mengenai Stuffenbau des Recht atau The
Hierarchy of Law sering dikaitkan dengan urutan peraturan perundang-
undangan. Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan,
dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai
pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Hubungan norma
yang mengatur perilaku norma lain dengan norma yang lainnya dikenal
dengan istilah hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.*®

Mengenai teori hierarki norma hukum ini berlatarbelakang teori das
doppelte rech stanilitz oleh Adolf Merkl, dimana norma hukum
mempunyai dua sisi dalam artian norma hukum keatas itu bersumber dan
dengan dasar norma diatasnya, serta menjadi sumber untuk norma

dibawahnya. Pada akhirnya norma itu mempunyai masa berlaku bersifat

12 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, “Theory Hans Kelsen Tentang Hukum”, Cet I,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

13 Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, “Theory Hans Kelsen Tentang Hukum”, Cet I,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.
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relatif bergantung norma yang diatasnya. Apabila norma diatasnya dihapus
atau dibatalkan maka norma dibawahnya ikut terhapus atau tercabut.*
Selain itu Hans Nawiasky berbendapat selain norma berlapis-lapis

dan berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok.

Kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara menjadi empat

kelompok besar, yaitu :

a. Norma Fundamental Negara (staatsfundamentalnorm)
Norma fundamental negara yang tidak dibentuk oleh suatu norma
yang lebih tinggi, tetapi ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat dan
merupakan norma yang dijadikan landasan utama norma hukum
dibawahnya. Hans Nawisky berpendapat norma hukum adalah dasar
bagi pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara. Sedangkan
A.Hamid Attamimi menjelaskan staatsfundamentalnorm suatu negara
adalah landasar dasar filosofis yang memuat norma-norma dasar bagi
peraturan negara yang lebih lanjut.’®

b. Aturan Dasar (staatsgrundgesetz)
Aturan dasar adalah aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok
dna bersifat garis besar sehungga masih merupakan norma tunggal
dan belum termasuk norma sekunder. Setiap aturan dasar biasanya

mengatur mengenai : hal-hal pembagian kekuasaan negara di puncak

14 A. Hamid Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, (Jakarta, 1990), 287

15 A. Hamid Attamimi, “UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum
ketiganya)”, (Jakarta, 1981), 4
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pemerintahan; hubungan antara lembaga-lembaga negara; dan
hubungan antara negara dengan warga negaranya.'®
Di Indonesia Aturan Dasar atau biasa disebut Pokok Negara tertuang
didalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan didalam Hukum
Dasar tidak tertulis yaitu Konvensi Ketatanegaraan. Sehingga aturan
dasar atau pokok negara adalah pedoman, sumber, dasar, serta
landasan untuk pembentukan suatu undang-undang dan peraturan
peraturan yang lebih merupakan peraturan perundang-undangan yakni
peraturan yang mengikat secara langsung semua orang.

¢. Undang-Undang Formal (Formell Gesetz)
Norma dalam Undang-Undang adalah norma hukum yang lebih
konkret dan rinci serta sudah bisa langsung berlaku dan mengikat
masyarakat. Sehingga undang-undang sudah dapat mencantumkan
aturan-aturan yang bersifat sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun
sanksi pemaksa. Di Indonesia hanya Undang-Undang yang
menduduki posisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan
material. Karena undang-undang adalah hasil keputusan atau legislasi
yang disusun atas persetujuan dari DPR dan Presiden.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnung &

Autonome Satzung)

16 Aziz Syamsudin, “Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang”, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), 18
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Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom mempunya fungsi untuk
melaksankan ketentuan dalam undang-undang. Adapun perbedaan
dari dua peraturan ini adalah pertauran pelaksanaan bersumber dari
kewenangan delegasi, sementara peraturan otonom bersumber dari
kewenangan atribusi.
Di Indonesia sistem norma hukum yang berlaku sama denga teori
Hans Kelsen yaitu Stuffenbau Theory yang menggunakan indikator yaitu:
a. Ketentuan yang memuat norma dasar
b. Ketentuan legislatif yang menjelaskan norma dasar
c. Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan
pelaksanaan
d. Ketentuan organik untuk mengoprasionalkan secara rinci peraturan

pemerintah.’

Istilah perundang undangan berasal dari undang-undang yang berarti
pada bentuk aturan yang dibentuk negara. Literatur Belanda menyebutnya
dengan Wet memiliki dua arti yakni wet in formale & wet in materile, yaitu
undang-undang didasarkan pada isi/substansinya.'®

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan negara dari
tingkat pusat maupun daerah memiliki sifat atribusi ataupun delegasi.

Karena dalam undang-undang tersebut terdapat proses, tata cara, perilaku

17 Yuliandri, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik”,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 21

8 Ni’matul Huda dan R.Nazriyah, “Teori & Peraturan Perundang-undangan”, Cetakan I
(t.tp: tp, 2019), 4.
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sopan santun, serta hukum adat, maka proses pembentukan peraturan
perundang undangan baru harus mempertimbangkan kemungkinan,
kecenderungan, serta peristiva di masa akan datang sehingga
meminimalisir hambatan maupun kemungkinan buruk yang akan
dihadapi.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai cerminan
kenyataan pada masyarakat termasuk kecenderungan serta harapan
masyarakat. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan pembentukan
serta didasarkan pada hukum yang lebih tinggi dengan menggunakan
bahasa yang jelas, tegas, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, harus
sesuai antara norma satu dan norma lainnya.*®

2. Teori Konfigurasi Hukum dan Politik

Konfigurasi politik suatu negara tidak bisa disebut mutlak begitu
saja apakah bersifat demokratis atau otoriter. Suatu konfigurasi politik
dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatis suatu negara.
Adakalanya otoriterisme yang dianut suatu negara berdasarkan pada
argumen untuk menjamin kesejahteraan rakyat sehingga kepentingan
rakyat dianggap sebagai kepentingan utama. Tujuan itu sebenarnya sama
dengan tujuan negara demokrasi dalam melindungi rakyatnya. Sebagai
contoh negara yang menganut welfare state mempunyai tujuan yang jelas

yakni tujuan utamanya adalah membangun kesejahteraan masyarakat,

19 Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,
Muhammadiyah Law Review 2” (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, Juli, 2018), 88.
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namun denan pilihan strategi dalam standar konvensional dinilai tidak
demokratis.?°

Hukum merupakan produk politik sehingga hubungan antara
keduanya bisa dilihat dari hukum bertempat pada variabel terpengaruh
(dependent variable), sementara politik bertempat sebagai variabel
berpengaruh (independent variable). Hukum diletakkan pada variabel
tergantung pada politik, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum didalam
lingkup sebagai peraturan abstrak adalah hasil dari kehendak-kehendak
politik yang saling berinteraksi satu sama lain.

Politik yang seperti apa yang bisa menghasilkan produk hukum
adalah bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis dan
konfigurasi politik otoriter. Untuk produk hukum mempunyai dua karakter
yakni konservatif dan ortodoks.?! Di Indonesia yang mempopulerkan
istilah karakter produk hukum adalah Prof. Mahfud MD, menurut Prof.
Mahfud MD ada dua karakter produk hukum vyaitu produk hukum
responsif atau populatif serta prosuk hukum konservatif. Dua produk
hukum itu digunakan untuk menggambarkan pengaruh konfigurasi politik
dengan produk hukum.??

Karakter produk hukum tertentu di suatu negara dipengaruhi
konfigurasi politik di negara tersebut. Apabila konfigurasi politiknya

demokratis, maka akan melahirkan produk hukum yang mempunyai

20 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 25-26.

2L Deddy Ismatullah dan Enung Nurjana, “Politik Hukum Kajian Tata Negara”, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2018), 146.

22 Abdul Latif dan Hasbi Ali, “Politik Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.
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karakter responsif atau populastik. Sementara negara dengan konfigurasi
politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau
konservatif.2 Produk hukum yang responsif adalah produk hukum yag
mencerminkan keadilan serta harapan masyarakat dalam pembuatannya
juga melibatkan partisipasi juga peranan kelompok sosial dan individu
dalam masyarakat. Sehingga produk hukumnya mempunyai responsif
dengan tuntutan dari masyarakat. Untuk produk hukum konservatif adalah
produk hukum yang mencerminkan visi sosial dari elit politik, lebih
menggambarkan keinginan dari pemerintah, sehingga masyarakat
dianggap sebagai objek pelaksana serta program negara lebih bersifat
tertutup dari tuntutan baik kelompok maupun individu dalam
masyarakat.?*

Untuk mengklasifikasikan suatu konfigurasi politik itu demokratis
atau otoriter menggunakan tiga indikator dari tiga pilar, yakni peranan
partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan
eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis yang berperan dalam
menentukan hukum negara atau politik nasional yakni partai politik dan
lembaga perwakilan rakyat. Selain itu kehidupan pers yang bebeas dan
peranan lembaga eksekutif tidak dominan serta tunduk pada harapan
masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Sementara untuk

konfigurasi hukum otoriter berlaku sebaliknya.?®

23 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 22.
24 Abdul Latif dan Hasbi Ali, “Politik Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.
25 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 25.
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Sementara untuk mengklasifikasikan suatu produk hukum
menggunakan indikator antara lain proses pembuatan hukum, sifat dan
fungsi hukum, serta kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.
Produk hukum responsif akan bersifat partisipatif dalam pembuatannya.
Untuk produk hukum konservatif akan lebih didominasi lembaga eksekutif
(sentralistik). Dari segi penafsiran, produk hukum responsif memberikan
sedikit peluang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran melalui
berbagai peraturan pelaksana serta peluang sempit berlaku pada hal-hal
yang bersifat teknis. Sedangkan untuk produk hukum konservatif
memberikan peluang kepada pemerintah yang lebih luas untuk
menciptakan interpretasi melalui berbagai peraturan lanjutan berdasar visi
sepihak serta tidak hanya terhadap masalah teknis.?

John Austin menyebutkan, hukum berarti perintah kaum yang
berdaulat. Pendapat Austin dipengaruhi pandangannya tentang negara
yang mempunyai dua sisi, yakni bentuk hukum internasional (sisi
eksternal) dan hukum positif (sisi internal). Menurut pandangan Austin,
hukum adalah closed logical system atau sistem logis, tetap serta bersifat
tertutup.?” Hukum memiliki unsur vyaitu adanya perintah, sanksi,
kewajiban serta kedaulatan. Apabila empat unsur belum dipenuhi maka

tidak bisa dikatakan sebagai positive law.?

26 Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 22.

27 Ahmad Ali, “Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis” Cet. II,
(Jakarta; Gunung Agung, 2002), 267.

2 Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia” (Bandung:
Jurnal RechtsVinding, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Nomor 3, Desember, |1,
2013), 365.
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Sedangkan hukum menurut Hans Kelsen itu bersifat murni dan
stufenbau des recht dimana menempatkan susunan diatas perundang-
undangan. Pada intinya ialah unsur yuridis seperti etika, sosiologis, politis
dan sebagainya harus dipidahkan dari hukum. Hukum adalah sollen
yuridis semata-mata terlepas dari kenyataan sosial (das sein).?

Daniel S. Lev berpendapat, konsepsi dam struktur politik adalah
yang sangat menentukan pada proses hukum. Hukum bisa dikatakan
sebagai instrumen politik dan posisinya di negara bergantung
keseimbangan politik, defensi kekuasaan, evolusi ideologi politik,
ekonomi, sosial, dan sebagainya.®

Miriam Budiarjo menyebutkan kekuasaan politik berarti
kemampuan dalam mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik
dalam pembentukannya atau dalam akibatnya, sesuai dengan pemegang
kekuasaan.®! Peranan kekuatan politik yang duduk di institusi politik pada
proses pembentukan peraturan hukum sangat menentukan. Pembentukan
hukum lahir karena pengaruh kekuatan politik di institusi negara yang

diberikan otoritas.?

29 Lili Rasyidi dan Ira Rayidi, “Pengantar Filsafat dan Teori Hukum” Cet.VIII, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2001), 59.

%0 Daniel S. Lev, “Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan, dan Perubahan” Cet 1,
(Jakarta: LP3S, 1990), 93.

31 Kisno Hadi, “Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Ekonomi
Daerah” (t.tp: tp, Jurnal Politika No. 2, I, 2010), 5.

32 Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia” (Bandung:
Jurnal RechtsVinding, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Nomor 3, Desember, |1,
2013), 368.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan objek
kajiannya terdiri dari norma/kaidah, asas hukum, perbandingan hukum,
peraturan perundang undangan, doktrin, dan yurisprudensi.®
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi
pendekatan  konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta
pendekatan historis. Dalam melakukan penelitian perundang-undangan
yakni menggunakan dengan cara telaah pada peraturan perundang-
undangan serta juga melakukan regulasi terkait isu hukum yang sedang
diteliti.*
Regulasi yang terkait adalah,
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

3 Amiruddin & Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004), 119.
3 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022) 56.
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Pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep yang dirancang
untuk menentukan makna istilah hukum dengan menganalisis bahan
hukum. Hal ini adalah upaya untuk menemukan makna baru dalam istilah
yang dipelajari atau untuk menguji istilah hukum dalam teori dan praktik.®
Pendekatan historis adalah pendekatan dilakukan dengan cara mengamati
problem yang menjadi dasar dengan hal yang dipelajari dan perkembangan
pengaturan terkait isu yang ada pada masyarakat.*® Dalam penelitian ini
berkaitan dengan historis dari pasal dalam Undang Undang Mahkamah
Konstitusi yang berhubungan dengan penentuan periode jabatan Ketua dan
Wakil Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat
mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi

% M. Hajar, “Model-Model Pendekatan Hukum dan Figh” (Pekanbaru: UIN Suska Riau,
2015), 41.

36 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), 24.
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4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai

penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder
penelitian yang dilakukan yaitu buku-buku , hasil penelitian, surat
kabar, brosur, jurnal ilmiah, pamflet, dan berita internet.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pendukung bahan
hukum primer serta sekunder. Yang termasuk bahan hukum tersier

penelitian ini yaitu Kamus Hukum, KBBI, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a.

Teknik dari pengumpulan bahan hukumnya sebagai berikut :
Inventarisasi, dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang
sesuai dngan penelitian berkaitan.

Sistematisasi, penulis melakukan dengan cara memilih mana saja
bahan hukum, lalu mengklasifikasi menurut jenis bahan hukum, lalu
menyusun hasil penelitian itu dengan berurutan yang dilakukan secara
logis, maksudnya mempunyai hubungan serta keterkaitan dari bahan
hukum satu dan bahan hukum lain.

Kategorisasi, yaitu mengelompokkan sumber bahan hukum yang ada

sesuai dengan jenis-jenisnya.
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5. Teknik Analisis
Penelitian ini menggunakan analisis preskiptif yakni memberikan
pendapat/argumentasi mengenai hasil dari penelitian ini. Pendapat tersebut
untuk menetapkan atau menilai hal hal yang sesuai atau yang seharusnya
sesuai hukum, norma, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum

yang berkaitan dengan fakta/peristiwa hukum yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan dalam mempermudah
pembaca;
BAB | Memuat pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il Memuat literatur revuew mengenai inkonsistensi norma yang terjadi
dalam kekuasaan
BAB |1l Memuat mengenai hasil penelitian yaitu norma-norma masa jabatan
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta penyebab terjadinya
inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konsttusi.
BAB IV Memuat analisis penyebab dan akibat hukum inkonsistensi norma
hukum dalam penentuan maasa jabatan Ketua dn Wakil Ketua Mahkamah
Kontitusi.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan serta saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Inkonsistensi norma masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi terjadi yakni perubahan masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi pada setiap perubahan Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi. Mulai dari menjabat selama 3 tahun (Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), 2 tahun 6 bulan
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), dan selama 5
tahun (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Masa
jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan
dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibilang dalam jangka waktu yang singkat
terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi.

Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-
undang, adapun motif perubahan undnag-undang yang menjadi sebab
inkonsistensi norma huku antara lain : Asas sosiologis, asas yuridis, asas
politis, dan asas filosofis . Selain inkonsistensi mengenai perubahan masa
jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, terjadi dualisme makna
norma hukum yakni mengenai akhir dari masa jabatan di Mahkamah

Konstitusi. Apabila merangkap selain menjadi hakim, juga menjabat sebagai

76
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Ketua dan Wakil Ketua, dikarenakan tidak disebutkan secara rinci mengenai
maksud dari norma hukum itu.

Adanya inkonsistensi tersebut bisa mengakibatkan kurang kepercayaan
publik terhadap lembaga kehakiman, adanya potensi ketidakmandirian
kekuasaan kehakiman, kurang optimalnya kinerja Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi apalagi apabila hakim tersebut mempunyai potensi
sehingga pemikiran dan dedikasinya terbatas pada masa jabatan, serta dapat
memunculkan kepentingan kelompok dari lembaga pengusul hakim konstitusi
dikarenakan rentang pencalonan hakim konstitusi yang terbilang singkat dan

berubah-ubah.

. Saran

Pembentuk Undang-Undang lebih memperhatikan norma hukum dalam
penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi agar
tidak berubah-ubah pada setiap perubahan Undang-Undang Mahkamah
Konstisusi untuk meminimalisir akibat-akibat dari norma hukum yang tidak
konsisten. Agar bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana
Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan berdasarkan atas prinsip
kemandirian kekuasaan kehakiman terjamin. Apalagi pembentuk undang-
undang sebagai lembaga legislatif adalah tokoh utama yang akan
mempengaruhi bagaimana hasil produk hukumnya. Apabila hasil produk
hukum mengandung kepentingan tertentu maka menyimpang dari undang-
undang dasar. Apabila terpaksa melakukan perubahan mengenai norma masa

jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pembuat Undang-
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Undang menambahkan mengenai penjelasan mengapa ditentukan masa jabatan
sekian tahun untuk Ketua Mahkamah Konstitusi agar masyarakat umum
mengerti alasan serta historis dibalik perubahan norma hukum tersebut.
Pembentuk Undang-Undang seharusnya merubah mekanisme perekrutan
hakim konstitusi dari melalui lembaga-lembaga pengusul menjadi hakim
konstitusi dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan
guna meminimalisir intervensi ke dalam lembaga kehakiman dan kepentingan-

kepentingan dari lembaga pengusul.
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